
Bab V

Kesimpulan dan Saran

Setelah penulis membahas, menganalisa serta menguraikan jawaban atas

rumusan masalah, maka pada bab terakhir ini akan dikemukakan berkaitan

dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil

pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab selanjutnya yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Sedangkan saran merupakan masukan dan

rekomendasi dari penulis yang dimaksudkan untuk pengembangan hukum

perjanjian Indonesia di masa mendatang.

A. Kesimpulan

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban kerugian akibat

wanprestasi antara hukum perjanjian Indonesia berdasarkan

KUHPerdata dan hukum Inggris tidak hanya memiliki persamaan,

namun juga perbedaan.

● Persamaan antara kedua hukum di negara tersebut, yaitu:

1. Antara hukum Indonesia dan hukum Inggris mengatur

bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat

dibebankan ganti kerugian atas: keuntungan/interest,

biaya-biaya yang dikeluarkan, dan rugi yang diderita oleh

salah satu pihak.

2. Jumlah ganti rugi dalam hukum Inggris salah satunya

dibatasi pada aturan remoteness. Aturan serupa juga dikenal

dalam hukum Indonesia, yaitu pada pasal 1247 dan pasal

1248 KUHPerdata.

3. Melalui putusan Watts v Morrow, hukum Inggris mengakui

adanya kerugian Non-pecuniary loss dengan kriteria:

pertama, apabila 'tujuan utama' dari kontrak adalah untuk

memberikan kesenangan atau kenikmatan. Ini tidak akan
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mencakup kasus-kasus di mana kekecewaan merupakan

konsekuensi insidental. kedua adalah bila pelanggaran

perjanjian telah menyebabkan “physical inconvenience and

discomfort”.

Hukum Indonesia, melalui beberapa putusan perkara

wanprestasi seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 2822

K/Pdt/2014; dan Putusan Mahkamah Agung 1503

K/Pdt/2001 juga mengakui adanya kerugian immateril.

Namun, penulis belum menemukan baik aturan hukum

positif maupun yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman

untuk menuntut kerugian immateriil dalam perkara

wanprestasi.

● Perbedaan tersebut antara lain:

1. Hukum Inggris memiliki aturan yang mewajibkan kreditur

untuk melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk

meminimalisasi kerugian yang dideritanya. Aturan yang

disebut sebagai Duty to mitigate dalam hukum Inggris ini

Memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan

jumlah ganti rugi atas kerugian yang diderita kreditur. Ini

sangat kontras dengan hukum Indonesia yang belum

mengakomodasi kewajiban seperti ini dalam hukum

perjanjian yang umum;

2. Hukum Inggris dalam perkembangannya memperluas

prinsip ganti rugi yang umum hingga mencakup

keuntungan yang diperoleh debitur atas pelanggaran atas

kontrak. Perluasan konsep ini timbul dari kesadaran bahwa

dalam beberapa kasus prinsip ganti rugi yang umum tidak

dapat mengakomodasi kerugian.

3. Terdapat aturan-aturan yang membatasi daya berlaku

klausul liquidated damages dalam hukum Inggris, dan
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utamanya mengatur bahwa jumlah yang ditetapkan sebagai

ganti rugi tersebut merupakan perkiraan kerugian

sesungguhnya. Hukum perjanjian Indonesia disisi lain lebih

fleksibel akan masalah tersebut dengan membebaskan para

pihak untuk menentukan nominal yang akan disepakati.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, tampak bahwa hasil dari

penulisan hukum ini menunjukkan beberapa kekurangan dalam

hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHPerdata terkait

dengan pertanggungjawaban ganti rugi akibat wanprestasi, penulis

akan memberikan saran dalam rangka pengembangan hukum

perjanjian Indonesia di masa mendatang:

1. Walaupun pada praktik terdapat putusan yang mengabulkan

ganti kerugian immateriil dalam perkara wanprestasi akan

tetapi pemberian ganti rugi dalam bentuk ini belum

memiliki aturan yang jelas mengenai apa yang harus

digunakan sebagai kriteria dalam penetapan kerugian

semacam itu

Oleh karena itu ketentuan mengenai ganti rugi non

pecuniary sebagaimana diatur dalam hukum Inggris dapat

dicangkokkan ke dalam hukum perjanjian Indonesia.

Tujuan adalah sebagai dasar yang jelas bagi kreditur untuk

menuntut hak kontraktual yang berkaitan dengan ini.

2. Ganti rugi dalam hukum Indonesia hanya sebatas kerugian

yang diderita oleh kreditur, akan lebih baik bila hukum

perjanjian Indonesia turut mengakomodasi ganti kerugian

atas dasar gain-based atau keuntungan yang diperoleh

debitur karena tidak melaksanakan kewajiban

kontraktualnya dengan syarat bahwa keberlakuan dari jenis

142



ganti rugi ini harus merupakan upaya terakhir dalam

situasi-situasi tertentu.
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